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Abstrak

Putusan nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt merupakan salah satu putusan pengadilan
yang mengadili penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhadap korban
bernama Frendi Pradana dengan iming-iming menawarkan jalur khusus CPNS di
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara
membayar uang sebesar Rp.350.000.000. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tuntutan penuntut umum dan untuk mengetahui penegakan hukum
terhadap tindak pidana penipuan pada putusan nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan
menganalisa data sekunder, yang kemudian data-data tersebut dianalisa dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1)
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang
dipersangkaan kepada Terdakwa Sulis Setyo Rini dan fakta-fakta yang terungkap
di persidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka
persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum
bahwa terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP Pidana. (2) Berdasarkan
putusan tersebut adalah bahwa terdakwa Sulis Setyo Rini, telah terbukti
melakukan tindak pidana penipuan, putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor
84/Pid.B/2023/PN.Mgt, mempertimbangkan secara seksama prinsip-prinsip
fundamental dalam sistem hukum, yaitu asas kemanfaatan, keadilan, dan
kepastian hukum.
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Abstract
Decision number 84/Pid.B/2023/PN Mgt is one of the court decisions that tried
the fraud of Civil Servant Candidates (CPNS) against a victim named Frendi
Pradana with the lure of offering a special route for CPNS at the Nganjuk
Regency Correctional Institution (LAPAS) without a test by paying money of
Rp.350,000,000, - (three hundred and fifty million rupiah). This research aims to
find out the demands of the public prosecutor and to find out the law enforcement
against the crime of fraud in verdict number 84/Pid.B/2023/PN Mgt. The method
used in this research is normative research by analysing secondary data, which
then the data is analysed using a qualitative approach. The results showed that: (1)
The charges of the Public Prosecutor were in accordance with the articles alleged
against the Defendant Sulis Setyo Rini and the facts revealed at trial. This is
because the defendant has been proven in court based on the testimony of
witnesses and legal facts that the defendant has fulfilled the elements of Article



378 of the Criminal Code. (2) Based on the decision that the defendant Sulis
Setyo Rini, has been proven to have committed the crime of fraud, the decision of
the Magetan District Court Number 84/Pid.B/2023/PN.Mgt, carefully considers
the fundamental principles in the legal system, namely the principles of benefit,
justice, and legal certainty.
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1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) bukan berdasarkan
atas kekuasaan (machtstaat). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
Implikasi dari hal tersebut yaitu bahwasanya Indonesia telah memplokamirkan diri sebagai
negara hukum yang berfalsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penegakan
hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman
dan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu adanya Undang-Undang menjadi salah satu
dasar hukum bagi penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi
setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan ada aturan hukum yang berlaku. Hukum
hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai
persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. KUHP
memberi kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya
untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai
pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum)

Salah satu kejahatan yang sring kali terjadi dalam kehidupan sosial adalah penipuan.
Penipuan adalah kejahatan yang dijelaskan dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan adalah suatu
perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud
untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Seperti
yang tertuang dalam pasal 378 KUHP “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan
diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan
palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan
bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan
piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

Kasus penipuan yang terjadi di Indonesia bermacam-macam, mulai dari penipuan



identitas, penipuan calo tiket, bahkan hingga penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Proses penerimaan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia dinilai masih sangat buruk
dan menimbulkan kerawanan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Proses pendaftaran yang
rumit ditambah seleksi yang konvensional menunjukkan sejak dini Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) telah dikondisikan dalam sebuah situasi kerja yang birokratis,“superficial”, serta tidak
berbasis pada keahlian atau kompetensi secara menyeluruh. Indikasi penyimpangan hampir
setiap tahun terjadi pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melibatkan oknum
pejabat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mafia, perantara,
oknum bupati/walikota hingga oknum panitia seleksi.

Untuk menjadi seorang PNS, diperlukan syarat-syarat yang tidak mudah. Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga
negara berhak mendapatkan pekerjaan. Selain itu, Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara Pasal 38 Ayat 2 menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak
yang sama untuk menjadi PNS jika telah memenuhi berbagai syarat yang ditentukan. Setelah
pelamar diterima sesuai dengan Pasal 38 Ayat 2, mereka akan menjalani masa percobaan sebagai
calon pegawai negeri sipil selama satu tahun, sesuai dengan Pasal 63 Ayat 3 dan Pasal 64 Ayat 1.

Pada penelitian yang penulis pilih ini bermula ketika terdakwa SULIS SETYO
RINI bersama dengan ARIK TRI WIBOWO secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri
sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,
ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara saksi Arik Tri Wibowo dan saksi Damanuri
menemui saksi Sakun dan saksi Rustiani untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk
masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus
lima puluh juta rupiah). Yang mana cara pembayarannya dengan membayarkan
Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima.

Selanjutnya Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk



CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk dan menyerahkan uang sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, ljazah terakhir dan
Foto 4x6 kepada terdakwa Sulis. Pada saat itu terdakwa menunjukkan kepada Sakun, Rustiani
dan Frendi Pradana Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal
Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang mana dalam
SK tersebut terdapat nama Frendi Pradana dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB
Pengadaan CPNS 2019.

Pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun kembali mengirim uang sebesar Rp. 45.000.000,-
(empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 11 Maret 2021 Sakun menyerahkan uang
sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang
Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Arik Tri Wibowo.

Pada bulan Pebruari 2022 terdakwa memberitahukan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi
Pradana, di rumah Arik Tri Wibowo bahwa terdakwa telah ditipu oleh Eko Budi Abdi Santoso
dan Frendi Pradana gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk. Bahwa akibat perbuatan
terdakwa tersebut saksi Sakun mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah).

Oleh karena uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian
lebih komprehensif di Pengadilan Negeri Magetan Kelas Il terkait pandangan dari penuntut
umum dan pertimbangan yang dipakai oleh hakim, serta bagaimana penerapan hukum terhadap
tindak pidana penipuan dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM KASUS PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MAGETAN NOMOR 84/PID.B/2023/PN MGT)”.

2. METODE
Metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum

Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (studi
kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt)” adalah penelitian
hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka
atau bahan hukum sekunder belaka. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni dengan menganalisa dan

memberikan pendapat hukum serta saran-saran atas permasalahan yang ditemukan dalam



putusan terkait yaitu Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt.

Dalam penulisan penelitian ini, data yang digunakan merupakan sekunder mencakup
dokumen-dokumen resmi berupa Undang-Undang, KUHP, naskah akademik, buku-buku yang
terkait dengan penelitian Penulis dan kamus hukum. Data sekunder ini yang kemudian dibagi
lagi berdasarkan kekuatan mengikatnya menjadi: Pengumpulan data Penelitian pada penelitian
ini dijalankan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen, maknanya penulisannya studi pada
isi dari data yang sudah digabungkan. Penelitian ini dilakukan dengan Analisa kualitatif yakni
analisa yang menghasilkan informasi deskriptif analitis. Penelitian kualitatif ialah tata cara
penelitian yang memperoleh data deskriptif berupa kata-kata, kalimat tertulis atau lisan yang
berasal dari orang-orang serta perilaku yang bisa dianalisa. Metode penelitian kualitatif dipakali
untuk mengungkapkan gejala-gejala secara deskriptif (narasi) yang didapat dari sejumlah sumber
di lapangan baik lisan ataupun tulisan. Pada studi ini, penulis akan mengungkap isu ataupun
problematika secara deskriptif atau narasi yang didapat dari sumber yaitu Putusan Pengadilan
Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tuntutan Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Pada Putusan

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt.

Kejahatan penipuan semakin sering terjadi di Indonesia, terutama seiring dengan pesatnya
kemajuan teknologi saat ini. Modus penipuan pun semakin bervariasi. Penipuan terhadap
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun
di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa
dengan menjadi PNS berarti bahwa kesejahteraan hidupnya akan terjamin. Akhir-akhir ini
banyak terjadi kasus penipuan terhadap para Calon Pegawai Negeri Sipil, kejadian penipuan
tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk, menjadi Pegawai Negeri Sipil
merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang calon pegawai negeri sipil melakukan
hal apa saja supaya dapat menjadi pegawai negeri sipil, baik itu dari jalur legal maupun
illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan

untuk melakukan aksinya pada Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut.
3.1.1 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim



untuk memutuskan:

a. Menyatakan terdakwa Sulis Setyo Rini terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;

b. Menyatakan bahwa terdakwa Sulis Setyo Rini telah terbukti dengan sah dan
meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penipuan sesuai dengan ketentuan dalam
Dakwaan Pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Menghukum terdakwa Sulis Setyo Rini dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani, dengan

perintah tetap untuk tetap ditahan.

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Putusan Nomor
84/Pid.B/2023/PN Mgt

3.2.1 Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah proses pemeriksaan persidangan selesai maka hakim harus mengambil
keputusan yang sesuai. Untuk sebelumnya menjatuhkan sanksi pidana. Hakim dituntut
untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa
yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai
keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa
yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya
memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana perbuatan yang
dilakukan. Kemudian pertimbangan dari Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-
fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu
melanggar Pasal 378 Jo P asal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung Unsur -

unsurnya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :
a.Unsur Barang Siapa :

b.Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum :

c¢.Unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

ataupun rangkaian kebohongan :



d.Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau

memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

e.Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Perbuatan :

Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang cukup untuk menghapus
pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan
pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya.Dengan
mempertimbangkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya,
maka ia harus dianggap bersalah dan dikenai hukuman. Mengingat bahwa Terdakwa

ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar ia tetap berada dalam tahanan.

Kasus yang peinulis bahas yakni meingeinai tindak pidana peinipuan di Kota
Mageitan Studi Kasus Putusan Nomor: 84/Pid.B/2023/PN.Mgt yang didakwa deingan
dakwaan yang disusun dalam beintuk dakwaan tunggal yaitu: Teirdakwa Meilanggar
Pasal 378 KUHP.

3.2.2 Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor: 84/Pid.B/2023/PN.Mgt ini
adalah Mengadili, menyatakan bahwa Terdakwa Sulis Setyo Rini telah terbukti secara
sadar melakukan tindak pidana Penipuan, menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu)

tahun 4 (empat) bulan kepada Terdakwa, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3.2.3 Penegakan hukum berdasarkan asas kemanfaatan, kepastian, dan keadilan

Dalam peirkeimbangan hukum dan keinyataannya, tujuan hukum tidak hanya beirasaskan
pada keiadilan dan keipastian, teitapi juga untuk meiwujudkan keiseijahteiraan yang
seibeisar-beisarnya bagi rakyat neigara. Seibagaimana diungkapkan oleih peinganut
aliran utilitarian deingan teiori weilfarei statei-nya. Kareina itu, meinurut Gustav
Radbruch bahwa hukum itu beirtumpu pada tiga nilai dasar, yaitu keipastian, keiadilan,

dan keimanfaatan.

Keipastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim meirupakan hasil yang
didasarkan pada fakta-fakta peirsidangan yang reileivan seicara yuridis seirta

dipeirtimbangkan deingan hati nurani. Hakim seilalu dituntut untuk seilalu dapat
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meinafsirkan makna Undang-Undang dan peiraturan-peiraturan lain yang dijadikan dasar
untuk diteirapkan. Peineirapan hukum harus seisuai deingan kasus yang teirjadi,
seihingga hakim dapat meingkonstruksi kasus yang diadili seicara utuh, bijaksana, dan
objeiktif. Seidangkan putusan hakim yang meinceirminkan keiadilan, adalah adanya
peirsamaan hak dan keiwajiban bagi keidua beilah pihak, majeilis hakim teilah
meineitapkan keiseisuaian antara peiraturan yang ada deingan putusan hakim dan putusan
hakim ini teilah seisuai keiadilan yang diinginkan oleih masyarakat, pihak yang meinang
dapat meinuntut apa yang seibeinarnya meinjadi haknya dan pihak yang kalah
meimeinuhi apa yang meinjadi keiwajibannya. Putusan hakim yang meinceirminkan
keimanfaatan, manakala hakim tidak saja meineirapkan hukum seicara teikstual beilaka
dan hanya meingeijar keiadilan seimata, akan teitapi juga meingarah pada keimanfaatan
bagi keipeintingan pihak-pihak yang beirpeirkara dan keipeintingan masyarakat pada
umumnya. Artinya hakim dalam meineirapkan hukum heindaklah meimpeirtimbangkan
hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim teirseibut meimbawa manfaat atau keigunaan
bagi seimua pihak. Hakim dalam meineirapkan undang-undang diharapkan didasarkan

pada tujuan atau keimanfaatan bagi yang beirpeirkara dan masyarakat.

Dalam putusan nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt ini mencapai 3 tujuan hukum
menurut Gustav Radbruch. Secara keadilan, korban mendapatkan keadilan karena
Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, bertanggung jawab atas perbuatannya.
Secara manfaat, pidana yang diterima Terdakwa bermanfaat bagi masyarakat karena
mengurangi potensi kerugian masa depan. Selain itu, pidana ini juga menjamin ketertiban
dan menghindari kekacauan di masyarakat. Kejelasan hukum juga terpenuhi karena
pidana yang diterima Terdakwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sesuai
KUHP dan KUHAP.

3.3 Tindak Pidana Penipuan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam
3.3.1 Dasar Hukum Penipuan Menurut Al-Qur’an dan Hadist

Penipuan atau kebohongan, menurut ajaran Islam, merupakan salah satu bentuk
kemunafikan yang dikecam oleh Allah SWT, sebagaimana disampaikan dalam surah an-
Nahl ayat 105. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa kebohongan adalah

tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan ketulusan yang menjadi ciri



utama dari seorang Muslim yang taat. Dengan demikian, praktik penipuan atau
kebohongan dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang
mengedepankan nilai-nilai moral yang tinggi.

3.3.2  Unsur-Unsur Penipuan Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Ahmad Hanafi, pelaku kejahatan, termasuk penipuan, bisa dihukum dalam
hukum pidana Islam jika melanggar prinsip-prinsipnya. Ada tiga syarat untuk
menghukum pelaku penipuan: pertama, ada larangan yang jelas dan aturan hukumannya;
kedua, ada bukti konkret bahwa pelaku benar-benar melakukan penipuan dengan bukti
yang kuat; ketiga, pelaku penipuan harus dewasa dan bertanggung jawab atas
perbuatannya. Meskipun tidak ada sanksi yang jelas dalam larangan, hukuman ta'zir bisa
diberlakukan kepada mereka yang merugikan orang lain. Ahmad Wardi Mulslich
menyatakan bahwa penipuan adalah dosa yang diharamkan oleh Allah SWT, dan pelaku
kejahatan akan dikenai hukuman ta'zir, termasuk mereka yang membuat sumpah palsu

yang mengakibatkan kerugian pada hasil wakaf.
3.3.3 Sanksi Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Selain hukuman di dunia, pelaku penipuan juga akan mendapat hukuman di akhirat,
masuk neraka Wail sebagai balasan atas perbuatan mereka. Mereka akan kehilangan
cahaya dan tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju surga. Selain hukuman rohani,
pelaku penipuan juga akan menghadapi kesulitan dunia, seperti kelaparan dan
kegelisahan, serta kehilangan berkah dari harta yang mereka dapatkan secara curang.
Dalam menetapkan hukuman ta'zir, beberapa model hukuman yang direkomendasikan
adalah hukuman peringatan, hukuman cambuk, hukuman penjara dengan berbagai durasi,
dan hukuman pengasingan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah memberikan
pembelajaran kepada pelaku penipuan dan masyarakat bahwa tindakan kriminal tidak
akan ditoleransi.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis mengenai

penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam kasus penerimaan Calon Pegawai

Negeri Sipil (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.b/2023/PN Mgt),

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:



1. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang
dipersangkaan kepada Terdakwa Sulis Setyo Rini dan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan
dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa
telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP.

2. Berdasarkan putusan tersebut adalah bahwa terdakwa, dalam hal ini Sulis Setyo Rini,
telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa secara
sengaja menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, serta rangkaian
kebohongan untuk menggerakkan pihak lain, dalam hal ini Sakun, Rustiani, Frendi
Pradana, dan Arik Tri Wibowo, untuk menyerahkan sejumlah uang dengan tujuan
memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Dalam penerapan putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.B/2023/PN MGT,
dapat dipastikan bahwa proses pengadilan tersebut telah mempertimbangkan secara seksama
prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum, yaitu asas kemanfaatan, keadilan, dan
kepastian hukum. Dengan memperhatikan setiap aspek kasus yang diajukan, termasuk
dampaknya terhadap masyarakat, kepentingan individu yang terlibat, serta konsistensi dan
kejelasan dalam penerapan norma hukum yang relevan, putusan tersebut memberikan kepastian
kepada para pihak terkait dan masyarakat umum.

1. Para ulama menyarankan agar pelaku penipuan dikenai hukuman ta'zir. Akibatnya

mereka akan kehilangan cahaya dan tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju surga.
Selain hukuman rohani, pelaku penipuan juga akan menghadapi kesulitan dunia,
seperti kelaparan dan kegelisahan, serta kehilangan berkah dari harta yang mereka
dapatkan. Dalam menetapkan hukuman ta'zir, beberapa bentuk hukuman yang terjadi
adalah hukuman peringatan, hukuman cambuk, hukuman penjara, dan hukuman
pengasingan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis
mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam kasus penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.b/2023/PN
Mgt), penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Keijaksaan Neigeiri Mageitan harus meingadakan program peinyuluhan seicara rutin
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keipada masyarakat untuk meimbeirikan peimahaman meingeinai modus peinipuan
peineirimaan CPNS. Peinyuluhan meiliputi peinjeilasan teintang modus peinipuan,
risiko yang dapat timbul akibat teirjeibak dalam peinipuan seimacam ini, seirta
langkah-langkah untuk meinghindari meinjadi korban peinipuan. Meilalui
peinyuluhan yang eifeiktif, diharapkan masyarakat akan leibih waspada dan teirhindar
dari upaya peinipuan yang meingatasnamakan proseis peineirimaan CPNS.

2. Dengan meiningkatnya jumlah kasus peinipuan teirutama teirkait deingan proseis
peineirimaan CPNS, dipeirlukan seibuah reispons yang leibih kuat dari peineigakan
hukum. Kareina keirugian finansial yang ditimbulkan oleih kasus ini teilah meincapai
ratusan juta rupiah, maka hal ini meineigaskan peirlunya langkah-langkah yang leibih
teigas untuk meilindungi masyarakat dari ancaman peinipuan yang meirugikan.
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